
BUPATI SINJAI 
PROVINS! SULAWESI SELA.TAN 

PERATURAN BUPATI SIN.JAi 
NOMOR \0 TAHUN 2023 

TENT ANO 

KEOUDUKAN, SUSUNAN OROANISASI, 
1\JOAS DAN FUNOSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN 

DENOAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPA.TI SIJIIJAJ, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, 1ugas dan 
fungsi eert.a tat.a kerja Dinas Kesehat.an telah 
ditetapkan dengan Peraturan Bupa1i Nomor 51 
Tahun 2021 tentang Susunan Organ1usi, 
Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan; 

b. bahwa Peraturan Bupati eebe.gaimana dimekeud 
dalam huruf a, sudah tidak eeeuer dengan 
pcrkembangan dinamika peraturan perundang­ 
undangan dan kebutuhan penyelenggaraan 1ugas 
dan fungsi pada Dinas Kesehatan, sehingga perlu 
diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 11ebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organiaaai, Togas dan Fungsi, 
Serta Tat.a Kerja Dinas Kesehatan; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lemberan Negara Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lemba.ran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Pcraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pcmbentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

i 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lemba.mn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
11ebagaima.na telah diubah beberapa kali, t.erakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kcrja 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambehan Lcmberan Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Ta.hun 2014 tcntang 
Adminiatraai Pemerintahan (Lcmbara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5601), sebagaima.na telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Penggant:J Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambe.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ): 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ataa Peraturan Pemerinta.h 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tentang Manajemen �wai Negeri Sipil (Lembanln 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) aebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tenta.ng Perubahan Ataa Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 64, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477): 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembmtukan Produk Hukum Oacrah 
(Serita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 20361, aebagaimana telah diubah dcngan 
Peraturan Menteri De.lam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Oaerah (Derita Negara 
Repubbk lndoncaia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Apanuur Negara 
dan Refonnaai Birokraai Nomor 7 Tahun 2022 
tcntang Si1tem Kerja peda lnata.nsi Pemcrintah 
untuk Penyederhanaan Birokraai (Bcrita Negara 
Repubbk Indonesia Tahun 2021 Nomor885); 

10. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2016 tcnta.ng 
Pcmbcn1ukan dan Pcnyuaunan Perangkat De.crah 
(Lcmbaran daerah Kabupeten Sinjai Tahun 2016 
Nomor S, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn 
Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ata11 Pen11uran De.erah Nomor S Tahun 
2016 tentang Pcmbentukan dan Penyueunan 
Pcrangkat Daerah 11.cmbaran Daerah Kabupaten 
Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lernbanm 
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 125); 

MEMUTIJSKAN 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN. SUSUNA.N 
ORGANISASI, TIJGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 
DlNAS KESEHATA.N. 

BAB I 

KETENTIJAN UMUM 

Paul I 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Dacrah adalah Kabupaten Sinjai. 
2. Pcmerintahan Daemh adalah penye\enggaraan urusan 

pemerintahan (»Ch Pcmerintah Daerah dan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut aaas otonomi dan 
1uga1 pemb&ntuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimakaud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pcmcrin18h Dacrah, adalah kcpala dacrah sebagai unaur 
penyclcnggara Pemcrintahan Dacrah yang mcmimpin 
pclaksanaan urusan pcmcrintahan yang menjadi 
kewcnangan daerah otonom. 

I· 
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4. Bupati adalah Bupati Smjai. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daernh Kabupaten 

Sinjai. 
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang sclanjutnya 

disingkat PPK adaJah pejabat yang mernpunyar 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 
dan pcmberhentian pegawa, aparatur sipil negara dan 
pembinaan manajemen aparatur srpil negara di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian pegawai aparatur sipil negara scsuai 
dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

I 0. Ke!ompok Jabatan F'ungsional adalah Kelompok Jabatan 
f'ungsional pads Dinas Keschatan Kabupaten Smjai. 

I I. Togas adalah ikhtisar dali keseluruhan tu gas jabatan. 
12. F'ungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran 

dari tugas pokok. 
13. Uraian tug.as adalah paparan atau bentangan alas 

semua tu gas jabatan yang merupakan upaya pokok yang 
dilakukan pemegangJabatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Dinas dipimpin oleh Kepaia Dinas yang berada d1 bawah dan 
bertanggungJawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BAB Jll 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 3 

(I) Susunan Organisas1 Dinas, terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat: 

I . Su bbagian Program: 
2. Subbagian Keuangan; dan 
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan; 
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; 
g Kelompok Jabatan F'ungsional dan Pelaksana. 

(2) Bagan susunan orgamsast Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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BABIV 
TUOAS, FUNGSI DAN URAIAN nJGAS 

Bagian Kesa.tu 
Kcpala Dinas 

Pa ... .  

(I)  Kepala Dinas mcmpunyai tup..!I membantu Bupeti 
mcla.kaanakan urusan pcmerintahan di bidang kesehatan 
yang menjadi kewenengan dacrah dan tug.as pcmbantuan 
yang ditugaakan kepada Pemcrintah Daerah. 

(21 Kepala Dinas dalam melakaanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) mcnyelenggarakan rungsi 
aebegai berikut: 

a. perumusan kebijakan uruaan pemerintahan di 
bidang keaehatan; 

b. pelakaanaan kebijab.n uruaan pcmerintahan di 
bidang kcsehatan; 

e. Pengkoordinasian kebijakan uruaan pernerintahan di 
bidang kcaehatan; 

d pclakaanaan evaluui dan pe:laporan uruaan 
pemcnntahan di b1dang kcaehatan; 

e. pelaksanaan adminiatrasi Dinaa; dan 
r. pclakaanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh atasa.n 

bcrkaitan dengan rungai organisa.si guns 
mendukung kinerja organiaaai. 

(3) Uraian tugaa Kepa.la Dinas sebegairnana dimaksud pada 
ayat ( 1 j mcliputi: 

a. mcnyusun rencana kcrja kcgiatan Oinaa sebagai 
pcdoman dalam pclakaanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas: 

c. memantau, mcngawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas daJam lingkungan Dinas untuk 
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memarar 
da.n/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuo rapat seauai dengan bida.ngnya; 
r. menyclcngga.rakan perencenean kebijakan teknis, 

program, kegiatan, keuangan, umum, periengkapan 
dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas; 

g. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang 
keschatan; 

h. menandatangani penzman 
berdasarkan pendelegasian 
wewenang dari Bupati: 

1. menyek'llggarakan koordinas1 dan konsultas1 dengan 
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. 
dan lembaga lainnya dalam rangka penyclcnggaraan 
uruaan di bida.ng keeehatan: 

j. mcnetapkan ha.sil penilaian kcf)a Aparatur Sipil 
Negara dala.m lingkuns-i, Dina•; 

I 

atas nama Bupati 
dan pelimpahan 
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k. menyelenggarakan pcngelolaan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas: 

I. menet.apkan taporan hasil pclaksanaan tugas Kepala 
Dinas dan membcrikan saran pertimbangan kepada 
atasan eebegal bahan pcrumusan kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas Jain yang dibcrikan oleh at.asan 
bcrkait.an dengan tugas organisasi guna mendukung 
kinerja organisasi. 

Bagi.an Kcdua 
Sekrctariat 

Pasal 5 

(I) Sekret.a.riat dipimpin oleh Sekrctaris mempunyai tugas 
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan 
kegiatan. membcrikan pclayanan teknis dan administ.re.si 
penyu8unan progmm, pclaporan, umum, kepegawaia.n, 
dan keuangan dalam lingk:ungan Dinas. 

(2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), menyelenggarakan fungsi 
sebagai bcrikut: 
a. pcngoordinasian pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas; 
b. Pengoordinasian pcnyusunan program dan 

pelaporan; 
c. pengoordinasian uruaan umum dan kepegawaian; 
d. pengoordinasian pengclolaan administ.rasi keuangan: 

d= 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan rungsi organisasi guna mendukung 
kinerja organisasl. 

(31 Uraian tugas Sektttaris sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 J meliputi: 

a. menyusun rcncana kerja kegiatan Sekrctariat 
sebagai pedoman daJam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk 
pe\aksanaan tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengeva1uas, 
pelaksana.an tugas dalam lingkungan Sekretariat 
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mengorcksi, memaraf 
dan/atau menandatangani na.skah dinas, 

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya; 
r. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas; 
g. mengoordinasikan penyusunan program dan 

pelaporan; 
h. mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan; 
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i. mcngoordinas1kan urusan umum dan kcpegawaian; 
dan 

j. mcla.kaa.naan tugas lain yang diberikan oleh ataaa.n 
berkaitan dcngan tugas organisasi guna mcndukung 
kincrja organisasi. 

Paul 6 

(I) Subbagian Program dipimpin olch Kepa.la Subbagian yang 
mempunyai tugas mcmbantu Sckreta.ris dalam menyusun 
program dan laporan kincrja. 

(2) Uraian tuga1 Kcpala Subbagian &eb&gaimana dimakaud 
pada ayat (I) melipud: 

a. mcnyusun rencana kcrja kcgiatan Subba.gian 
Program acbagai pedoman dalam pcla.ksanaan tugas; 

b. menyusun standar opcreional prosedur dalam 
pclakaa.naan kcgiatan; 

c. mcndistnbusikan dan member! petunjuk 
pela.ksa.naan tupa; 

d. mcmantau, mengawasi dan mcngevaluasi 
pelakMna.an tugas dalam lingkungan Subbagian 
Program untuk mengctahui perkembangan 
pcla.kaa.naan tup.s; 

c. mcnyusun rancangan, mengorekai, mcmarar 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

f. mcngikuti rapat -uai dcnga.n bidangnya: 
I· menyuaun Rencana Kerja dan Anggaran dan 

Dokumen Pc1aksana.an Angga.ran Dinas: 
h. mcnyusun rencana kincrja, dokumen perjanjian 

kinerja Dinaa; 
i. memf&mlitasi penyusunan rencana kinerja, rencana 

akai dan \aporan k1nerja masmg-masing jab&1an di 
lingkungan Oinas: 

j. menyusun laporan k.inerja Dinas meliputi laporan 
bulanan, triwulanan, scmestcran dan laporan 
kinerja tahunan; dan 

k. melaksa.nakan tugaa la.in yang diberikan oleh atasa.n 
berkaitan dengan tugas orgiiniaasi guna mendukung 
kinerja organisaai. 

Paul 7 

fl) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbftgian 
yang mempunya.i tugas membantu Sekretaris dalam 
mengelo\a admmistraa1 keuangan. 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian sebagaimana dima.kaud 
pada ayat (IJ meliputi: 

a. menyusun 
Keuangan 
tu gas; 

rencana kerja kegiatan Subbag:ian 
aebagai pcdoman daJam pelaksanaan 

b. menyuaun standar operaional prosedur dalam 
pelakaanaan kegiatan; 

e. mendiatnbuaikan dan memberi petunJuk 
pelaksana.an tugas; 

J· 
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d. memantau, mcngawasi dan mengevaluaai 
pela.ksanaan tuga• dalam lingkungan Subbegian 
Kcuangan untuk mcngetahu1 pcrkcmbangan 
pc\akaanaan tugas; 

c. mcnyuaun rancangan, mcngorckai, mcmaraf 
dan/atau mcnandatangani naskah dinas; 

f. mcngikuti rapat aesuai dcngan bidangnya; 
g. mcnyusun bahan dokumcn pelaksanaan kcgiaUln 

dan anggaran; 
h. mcnyuaun be.han dan memproses data untuk 

pcrhitungan angganm dan perubahan anggaran; 
i. mcla.kukan verifikasi kclengkapan administraai 

pcnnintAan pcmbay1Uan; 
j. mcmproees dan mcncliti kclcngkapan Surat 

Pennintaan Pembe.yaran Langsung yang diajukan 
o\ch Prjaba1 Pelabana Teknis Kcgiatan, Surat 
Permintaan Pembe.yaran Uang Pereediaan, Surat 
Permintaan Pembayanrn Cant.I Uang dan Surat 
Pennintaan Pembayaran Tambah Uang yang 
diajukan bendahara pcngeluaran eerta mcnyiapkan 
Sumi Perintah Membayar; 

k. mcla.ksanakan penatausahaan pcncrimaan dan 
pcngeluaran kcuangan 8erta Japor,;r,n 
pertanggungjawaban kcuangan Oiruu; 

I. mcnyusun laporan pela.ksanaan pcngck>laan 
kcuangan berupe. laporan bulanlin Surat Pcnanuung 
J11w11be.n, dan Tahunan meliputi Laporan Rcalisaai 
Ansgaran, neraca dan Catatan Alas Lapon.n 
Kcuangan Dinas; 

m. mclakaa.nakan pcngawaaan dan pcngcndalian 
pcmbukuan, pcrhitung.an anggaran. verifikaai scna 

teknis pclakaanaan adminiatraa1 keuangan acauai 
pcraturan pcrundana·undangan; 

n. mc1akukan a.kuntanai Diruis aclaku Pera.ngkat 
Dacrah; 

o. melakukan vcnfikasi pertanggungiawaban 
kcuangan; 

p. menyiapkan be.han dan mcnyueun lapora.n 
kcuangan; 

q. menyuaun rcaliaasi pcrhitunpn anggara.n; 
r. melakukan cvaluasi atas pclaksa.naan tups 

bcndaharawan; 
a. mclakukan koordinasi dan mcnindak lanjuti lapora.n 

haail pcmcrikaaaan; dan 

t. melaksanakan tugae lain yang dibcrikan oleh atasan 
berkaita.n dengan tugaa organisaai guna mcndukung 
kinerja organiaasi. 

Pa,aJ 8 

(1) Subbagian Umum dan Kepcgawaian dipimpin oleh Kepala 
Subbegian yang mcmpunyai tugas mcmbantu Sckrctaria 
dalam melaksanakan uruaan ketatausahaan, pengelolaan 
adminiatrasi barang, uruaa.n rumah tangga .ert.a 

mengelola adminiatrasi kcpcgawaian dan faailitaai 
rancangan produk hukum di lingkungan Dinaa. 
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pelaksanaan tugas; 

(2) Ura.ian tugas Kepala Subbagian aebagaimana dimaksud 
pada ayat fl) meliputi. 

a. menyusun rencana kerja kegratan Subbagian Umum 
dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas, 

b. menyusun standar opersionaJ prosedur dalam 
pelaksanaan kegiatan; 

c. mendislribusikan dan memberi perunjuk 

d memant.au, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian 
Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugas; 

e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

r. mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya: 
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di 

lingkungan Dtnas; 
h. memfasilitasi penyusunan rancangan produk 

hukum; 
l. melaksanakan tugas keprotokoleran; 
J. menyusun rcncana kebutuhan dan perlengkapan 

kantor, distribusi, penggunaan eerte 
pemeliharaannya; 

k. mengelo\a administrasi kepegawaian di lingkungan 
Din as; 

I. mcmfasilitasi pcmbuatan Sasaran Kcrja Pegawai dan 
pcnilaian kincrja bagi Aparatur S1pil Negara sesuai 
tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas; 

m. mcnyusun dan menginventarisir baning asset 
daerah yang dikelola oleh Dinas; 

n. melakukan keg,atan pelayanan administrasi umum 
dan penyajran informaar; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan o\eh atasan 
berkaitan dengan tugas orga.nisasi guna mendukung 
kinerja organisasi. 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

Pa,aJ 9 

(I) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala 
Bidang, mempunyai tuga.s membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan perumusan kebijakan operaetonal 
d1 brdang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi 
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan 
lingkungan dan kesehatan kerja sena kesehatan 
olahraga. 
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(21 Kcpala Bidang Kcschatan Maayarakat dalam 
melaksanakan tugaa scbapimana dimakaud pada ayat 
( 11 mcnyclcnggarak.an fungai scbagai bcrikut: 

a. pcrumuaan kcbijakan opuaaional di bidang 
kcachatan kcluarga, gizi masyarakat, promos, 
kcscha1an, pcmbcrdayaan masyaraka1, kcschatan 
lingkungan, kcachatan kcrja dan kcachatan 
olahraga: 

b. pclak3anaan kcbuakan opcraaional d1 bidang 
kcschatan kcluarga, gizi masyaraka1. promosi 
kesehatan, pcmbcrdayaan maaya.ra.ka1, kcschatan 
lingkunga.n. kcschatan kcrja dan kcsehatan 
olahraga, 

c. pcnyiapan bimbingan 1cknia dan aupcrviai d1 bidang 
kcachatan keluarga, gizi maayarakat, promoai 
kcschatan, pcmbcrdayaan masyaraka1. kcschatan 
lingkungan, kcschatan kcrja dan kcschatan 
otahrap: 

d. pcmantauan, cvaluaai dan pclaporan d1 bidang 
kcschatan kcluarga, gm maayarnkat, promoai 
kcschatan, pcmbcrdayaan maayarakat, kcachatan 
lingkunga.n, kcachatan kcrja dan kcachatan 
ol11hrap; dan 

e. pclabanakan runga1 lain yang d1bcrikan ole:h atasan 
bcrkaitan dcngan rungs, organisaai guna 
mendukung kinerja organisaai. 

(3) Uraian tugaa Kcpala B1dang scbaga1mana pada ayat fl) 
mcliputi; 

a. mcnyusun rencana kerja kcgiatan Bidang Kcachatan 
Maaya.ra.kat scba.gai pcdoman dalam pclaksanaan 
tu gas; 

b. mcndi1tribusikan dan 
pc\akaanaan tugas, 

mcmbcri pctuajuk 

c. mema.nteu, mengawaai dan mcngevaluaal 
pc\aksanaan tugaa dalarn lingkungan Bidang 
Keschatan Maayarakat untuk mengetahui 
pcrkcmbangan pclakaanaan tugaa; 

d. mcnyuaun rancangan, mcngorekai, 
dan/atau mcnandatangani naakah dinas; 

c. mcngikuti rapat scsuai dengan bidangnya; 
r. mcrumuakan kcbijakan opcraaional di bidang 

kcscha1an kcluarga, gizi maayara.ke.1, promosi 
keachatan, pcmbcrdayaan maayarakat, kcachatan 
lingkungan, kcachatan kerja dan kcaehatan 
olahraga; 

g. mclaksanakan kcbijakan opcrasional di bidang 
keschatan kcluarga, g1z1 masyarakat, promoai 
kcachatan, pcmbcrdayaan maayarakat, kcschatan 
lingkungan, keachatan kcrja dan kcsc.hatan 
olahrap; 

mema,af 
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h. melaksanakan bimbingan teknie dan supervisi di 
bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi 
keseha1an, pemberdayaan maayarak.&1, kesehatan 
lingkungan, keaehatan kerja dan ke9ehatan 
olahraga; 

i. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan 
bidang keaehatan keluarga, gizi masyarakat, promoai 
keeehatan, pemberdayaan masyarakat, keaehatan 
Jingkungan, keaehatan kerja dan keeehatan 
olahraga; 

j. menyelia pelaksanaan tugas keaehatan keluarga dan 
gizi masya.rakat; 

k. menganabsia dan menyusun 1elaahan bahan 
kebuakan teknis keaehatan keluarga dan gizi 
masyarakat; 

1. menyusun dan menganaliais telaahan bahan 
pembinaan, pengembangan dan pengendaJian 
keaehatan keluarga dan giz:i maayarakat; 

m. menyusun konaep dan mengoordina111kan rcncana 
tahunan dan hma tahunan ups.ya pelayanan 
kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; 

n. melakukan pembinaan teknia dan memraailitasi 
ups.ya keaehatan keluarga aerta gizi maayara.kat; 

o. mengendaJikan pelakaanaan tekn1s dan administrasi 
kesehatan keluarga dan gizi ma.syarakat; 

p. merancang pembelajanrn orga.nisasi baik daJam 
bentuk rapat bulanan maupun yang bersi(at 
pendidikan dalamjabatan; 

q. mengevaJuaai pelakaanaan kegiatan keaehatan 
keluarga dan gizi masyarakat; 

r. menyuaun konsep d.an mengoordinasikan rcncana 
tahunan dan lima tahunan ups.ya promoai 
keaehatan dan pemberdayaan maayarakat; 

a. melakukan pcmblnaan teknis, mengatur dan 
menga .... u pelak.sanaan upe.ya promosi keac:hatan 
dan pemberdayaan ma.syarakat; 

1. merancang metcce promosi keac:hatan dan tcknologi 
komunikasi, informasi dan edukasi; 

u. me\akukan pembinaan teknia ups.ya kcsehatan 
beraumberdaya masyarakat dan generasi muda: 

v, melakukan ups.ya peningkatan pendidikan 
keaehatan melalui pemberdayaan masyara.k.at; 

w. menyiapkan pembelajaran organisasi baik daJam 
bentuk rapal-rapat bulanan maupun yang bersifa1 
pendktikan dalamJabatan; 

x. mengevaJuasi pelaksanaan kegiatan 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 

y. mengoordinasikan dan memantau ups.ya keaehatan 
lingkungan. keaehatan kerja dan kesehatan 
olahra,ga; 

z. melakukan bimbingan teknis, supervisi keaehatan 
lingkungan, knehatan kerja dan keaehatan 
olahraga; 

I 

promosi 
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kegiatan 
kerja dan 

masyarakat 
lingkungan, 
keesehatan 

pelaksanaan 
keaehatan 

ea. melakukan evaluasi 
kesehaian lingkungan, 
keeehatan olahraga: 

bb. melakukan pengawasan kualitas/inspeksi 
kesehatan lingkungan, keschatan kerja dan 
kesehatan olahraga; 

cc. melakukan dan mengoordinas1kan upaya 
pengembangan kabupalen sehal, kecamatan sehat 
dan desa sehat; 

dd. merancang pelaksanaan pembelajaran orgamsasr 
dalam seksinya baik rapat bulanan maupun yang 
bersifat pendidikan dalam jabatan; 

ee. melakukan pembmaan dan pengawasan 
pembangunan sanitasi, pengawasan kualitas air, 
perumahan, tempat umum, hygiene sanitasi pangan, 
limbah radiasi, kesehatan kerja, lingkungan kerja, 
kapasitas kerja dan olahraga; 

ff. melakukan ana.lisis data hasil kegiatan keseha1an 
lingkungan, keeehatan kerja dan kesehatan olah 
raga: 

gg. melakukan koordinasi pelaksanaan Analisis 
Dampak Kesehatan Ungkungan, Upaya Penyehatan 
Lingkungan, Upaya Kesehatan Lingkungan dan 
Upaya Kesehatan Kerja; 

hh. menjalin kemitraan dan peran serta 
da.lam pe\aksanaan upaya kesehatan 
upaya kesehatan kerja dan upaya 
olahraga; dan 

ii. melaksanakan tugas Jain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna 
mendukung kinerja organisasi. 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

Pasal 10 

( 11 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyak:it dipimpm 
oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memban1u Kepala 
Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan 
meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 
pengendalian penyakit tklak menular serta upaya 
kesehatan jiwa dan Narkotika, Paikotropika dan Zat 
Adiktif lainnya. 

(2) Kepa]a Bidang Pencegahan dan Pengendalian Pcnyakit 
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. perumusan kebijakan operasional di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 
pengendalian penyakn tidak menular dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan Zat Adiktiflainnya; 
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b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di 
bidang surveilans dan imunisasi, pcncegahan dan 
pcngendalian pcnyakit menular, pcncegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menula.r dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan zat Adiktif lainnya; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
surveilans dan imunisasi, pcncegahan dan 
pengendalian pcnyakit mcnular, penccgahan dan 
pengcndalian penyakit tidak menular dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikotcrapika dan Zat Ad1ktif lainnya: 

d. pemantauan, cvaluasi dan pclaporan di bidang 
survcilans dan imunisasi, pcncegahan dan 
pcngendalian penyakit mcnular, penccgahan dan 
pcngcndalian pcnyakit tidak menular dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikotcrapika dan Zat Adiktif lainnya; 

•= 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

berkaita.n dengan fungai organiaasi gunn mendukung 
kinerja organisasi. 

(3) Uraian tugas Kcpala Bidang sebagaimana dunakaud pada 
ayat (I) mcliputi: 

a. menyuaun rencana kerja kegiatan 
Pencegahan dan Pengcndalian Penyakit 
pcdoman dalam pclaksanaan tugas; 

b. mcndisuibusikan dan mcmberi 
pelaksanaan rngas: 

Bidang 
sebagai 

petunjuk 

c. meman1au, mengaw1u1i dan mengevaluaai 
pe\akaanaan tugas dalam lingkungan Bidang 
Pcncegahan dan Pengendahan Pcnyakit untuk 
mcngctahui perkembangan pclaksa.naan tugae; 

d. mcnyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
dan/atau menandata.ngaru naskah dinas: 

e. mengikuti rapat scsuai dengan bidangnya; 
r. merumuskan kebijakan ope.rasional di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 
pengcndalian penyakit menular, pcncegahan dan 
pengcndalian penyakit tidak menular dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan Zat Adiktif 
lainnya; 

g. mclaksanakan kebijakar, operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pcncegahan dan 
pengcndalian penyakit menular, pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak mcnula.r dan kcschata.n 
jiwa, Narkotika, Psikoterapika dan Zat Adiktif 
lainnya; 

h. melaksanakan brmbingan tcknis dan supervisi di 
bidang surveilans dan imunisasi, pcncegahan dan 
pengcndalian penyakit menular, pencegahan dan 
pengcndalian penyakit tidak menula.r dan kesehatan 
jiwa, Narkotika, Psikotcrapika dan Zat Adiktif 
lainnya: 
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i. melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan pelapomn 
di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan 
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehata.n 
jiwa, Narkotika, Psikotempika dan Zat Adiktlf 
Jainnya: 

j. melakukan koordinasi dengan lintas program dan 
lintas sektor/lembaga tcrkait lainnya: 

k. mclakukan pengamatan penyakit di unit pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan; 

I. mclakukan penyelidikan dan penaggulangan 
Kejadian Luar Bia.sa penyakit sena upaya pemulihan 
peeca Kcjadian l,uar Biasa; 

m. melakukan pemberian imunisasi pada calon jamaah 
haji dan pengamatan penyakit pada jamaah haji 
pasca pemulangan haji: 

n. mclakukan bimbingan teknis, superv1S1, 
pemantauan dan evaluaai kegiata.n aurveilana dan 
imunisasi: 

o. mclakukan inventarisasi permasalahan kegratan 
surveiians dan imunisasi; 

p. melakukan analisis data kcgiatan surveilans dan 
imunieasi; 

q. melakukan koordina&i dengan lintas program dan 
lintas scktor/lembaga terkait Jainnya; 

r. menghimpun dan mempe\ajari peraturan 
perundang-undangan, kebijakan tekms, pedoman, 
petunjuk teknis scna bahan lainnya: 

s. melakukan bimbingan tcknis, eupervrer, 
pemantauan dan cvaluasi yang berkaitan dengan 
kegiatan penccgahan dan pengendalian penyakit 
menular; 

t. mcnginventarisaai permasalahan kcgiatan 
pencegahan dan pengendalian penyakit menular; 

u. mclakukan kegiatan pencegahan dan pengendalian 
penyakit menular langsung dan penyakit tular 
vektor dan :wonotik; 

v. melakukan analisis data kegratan penccgahan dan 
pengcndalian penyakit menular, 

w. melakukan koordinasi dengan lintas program dan 
lintas sektor/lembaga terkait lainnya; 

x, menghimpun dan mcmpelajari peraturan 
perundang-undangan, kebijakan tcknis, pedoman, 
petunjuk tcknis sena bahan lainnya; 

y. melakukan bimbingan teknia, superv1s1, 
pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan 
pengendalian penyakit tidak menular, keeehatan 
jiwa dan Narkotik.a, Perkcteraplka dan Zat Adiktif 
lainnya; 

\ 
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z. mclakukan pcngcndalian pcnanganan pcnyakit paru 
kronik dan gangguan imunologi, penyakit jantung 
dan pembuluh darah, pcnyakit kankcr dan kcla.inan 
darah, penyakit diabetes mcllitus dan gangguan 
mctabolik, penyakit gangguan indcra dan fungsional 
sena masalah kcsehatan jiwa anak, rcmaja, dcwasa., 
lanjut usia dan penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotcrapika dan Zat Adiktif lainnya; 

aa. mcngerjakan kcgiatan Pos Binaan Tcrpadu dan Pos 
Binaan Tcrpadu Khusus dalam keschatan haji; 

bb.melakukan analisis data kegiatan penccgahan dan 
pcngendalian pcnyakit tidak menular, keschatan 
jiwa dan Narkotika, Psikoterapika dan Zat Adiktir 
lainnya: dan 

cc. melaksanakan tugas Jain yang dibcrikan o\ch atasan 
bcrkaitan dengan tugaa pokok organisa.si guna 
mendukung kinerja organisa.ai. 

Bagian Kelima 
Bidang Pclayanan Kesehatan 

Pua] 1 1  

fl) Bidang Pelayanan Keaehatan dipimpin oteh Kepa.Ja 
Bidang, mcmpunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang 
pclayanan kcschatan primer, pelayanan kesehatan 
rujukan dan pclayanan kesehatan tradisional. 

(2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam 
melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud ayat (I) 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. penyiapan perumusan kebijakan opcrasional di 
bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan 
kesehatan rujukan, serta pclayanan kesehatan 
tradisional tcrmasuk pcningkatan mutunya; 

b. pcnyiapan pelaksanaan kcbijakan opcrasional di 
bidang pelayanan kesehatan primer dan 
pelayanan kesehatan rujukan, serta pclayanan 
kesehatan tradisional termasuk peningkatan 
mutunya; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pclayanan kesehatan primer dan pclayanan 
kesehatan rujuka.n, serta pclayanan kesehatan 
tradisional tcmmsuk peningkatan mu1unya: 

d. penyiapan pclak.sa.naan kebijakan operasional 
jamina.n kesehatan; 

e. pemantauan, evaluaai, dan pclaporan di bidang 
pe\ayanan keseha1an primer dan pelayanan 
kcsehatan rujukan, serta pclayanan kesehatan 
tradisional termaauk peningkatan mutunya: dan 

r. melaksa.nakan fungsi lain yang dibcrikan olch atasan 
bcrkaitan dcngan fungsi organisaai guna 
mendukung kinerja organleaer. 



-16- 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat( I) meliputi: 

•· menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Pelayanan 
Kesehatan sebaga1 pedoman da.lam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendistribusikan dan 
pelakaanaan tugas; 

memberi petunjuk 

c. memanl8.u, mengawaai dan mengevaluae! 
pelakaanaan tugas dalam lingkungan Bidang 
Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui 
perkembangan pelakaanaan tugas: 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
dan/atau menandatangani naakah dinas: 

e. mengikuti rapat seauai dengan bidangnya; 
f. merumuskan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan 
rujukan, acrta pelayanan keachatan tradisional 
tennasuk peningkauu, mutunya; 

g. melak.u.nakan kebija.kan operaeicnaj d, bidang 
pelayanan kese:hatan primer dan pelayanan 
keschatan rujukan, sen.a pelayanan keschatan 
tradisk>nal tennasuk peningkatan mumnya; 

h. melakaanakan bimbingan teknia dan auperv1ai di 
bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan 
kesehatan rujukan, scrta pelayanan kesehatan 
tradisional termasuk peningkatan mutunya; 

i. melaksanakan kebijakan Opefll&ional jaminan 
kesehatan; 

j. melaksanakan pemantauan, cvaluaSJ, dan pelaporan 
di bldang pelayanan keaehatan pnmer dan 
pelayanan kesehatan rujukan, aerta pelayanan 
keschatan tradiaional t.ennaauk peningkatan 
mutunya; 

k. melakukan perumuaan kebijakan pada pelayanan 
keeehatan primer pada Pu sat Keschatan 
Masyarakat, klinik, dokter praktek mandiri, 
Perawatan Keschatan Masyarakat, kesehatan gigi 
dan mulut scna Daerah Terpencil dan Kepulauan; 
penyiapan pelaksanaan kebiJakan pada pelayanan 
kesehatan primer pa.da pusat kesehatan ma.syarakat, 
klinik, dokter praktek mandiri, perkesmas, 
kesehatan gigi dan mulut aerta Dae.rah Terpencil dan 
Kepulauan; 

m. melakukan pemantauan, evaluas,, bimbingan teknis 
pelakaanaan pelayanan kescharan primer dan 
Oaerah Terpencil dan Kepulauan; 

n. melakukan pembinaan dan pengawasan eteum 
infonna.si, manajemen, mutu dan akreditaai fasilitaa 
pelayanan keaehatan primer; 

o. melakukan pemilihan puskesmas berpreataai setiap 
tahunnya; 

i 
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p. mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan 
Pelayanan Obstetri-Neonata1 Emergensi Dasar; 

q. melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan 
peningkatan sarana dan prasarana fasilitas 
pelayanan kesehatan primer dan fasilitas pelayanan 
kesehatan lainnya; 

r. memberikan rekomendasi iztn penetapan kelas C 
dan kelas D rumah sakit; 

e. melakukan pengawasan penanganan 
kegawatdaruratan maternal dan neonatal di rumah 
sakit; 

t. melakukan koorrlinasi dengan lintas program, lintas 
sektor, swasta dan Iamnya; 

u melakukan penyusunan nonna, standar, prosedur 
dan kriteria pelayanan kesehatan tradisional; 

v, melakukan bimbingan tehnis dan supervisi 
pelayanan kesehatan tradiaicnal di fasilitas 
pelayanan kesehatan tingkat penama dan la11jutan; 

w. melakukan pemantauan, pembinaan dan 
pengawasan sarana pelayanan kesehatan tradisional 
dan pengobat tradisional; 

x. melakukan koordinas1 dengan lintas program, lintas 
sektor, swasta pada pelayanan kesehatan 
tradisional; 

y. melakukan evefuaar kegiatan pelayanan kesehatan 
tradisional; dan 

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 
berkaitan dengan tug.as pokok organis.a,;a.i gum, 
mendukung kinerja organisasi. 

Bagian Keenam 
Bidang Sumber Daya Kesehatan 

Pasal 12 

(I) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin o\eh Kepala 
Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
dalam melaksanakan kebijakan operasional di bidang 
kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekala.n Kesehatan 
Rumah Tangga serta sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam 
melaksanakan tu gas sebagaimana dimaksud ayat (I) 
menyelenggarakan fungsi sebagai benktut: 

a. perumusan kebijakan operasional di brdang 
kefannasian, alat kesehatan dan Perbeka1an 
Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya 
manusia kesehatan; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di 
bidang kefannasian, alat kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya 
manusia kesehatan; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kefannasian, alat kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya 
manusia kesehatan: 
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d. pemantauan, cvaluaai dan petapcran di bidang 
kefarmaaian, alat kesehatan dan PeTbekalan 
Kesehatan Rumah Tanw aena aumber daya 
manuaia kesehatan: dan 

e. pelakaanaan rungsi lain yang diberikan oleh ataaan 
berkaitan dengan fungal organisaai guna 
mendukung kinerja organisasi. 

(31 Uraian tugaa Kepa.la Bidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) meliputi: 

a. me.nyuaun rencana 
Daya Keaehatan 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendiatnbusikan 
pelakaanaan tugas; 

kerja kegiatan Bidang 
sebaga_i pedoman 

dan memberi 

Sumber 
dala.m 

petunjuk 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelakaanaan tuga.s dalam lingkungan Bidang 
Sumber Daya Keeehatan untuk mengetahui 
perkembangan pelaksanaan tugaa: 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf 
dan/atau menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat aeauai dengan bidangnya; 
r. me11,1muskan kebiJakan operaaional di bidang 

kefarmaaian, alat keaehatan dan Pcrbek.alan 
Kesehatan Rumah Tanw aerta sumber daya 
manusia keaehatan; 

g. melakaanak.an kebijakan operasional di bidang 
kefarmasian, alat kesehatan dan Pcrbekalan 
Kcsehatan Rumah Tangga sena sumber d11y.11 
manuaia keeebetan: 

h. melananakan bimbingan teknis dan supervisi di 
bidang ke!armasian, alat kesehatan dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga sena sumber daya 
manuaia keaehatan; 

i. melaksanakan pemantauan, evaluaai dan pelaporan 
di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan 
Pcrbekalan Kesehatan Rumah Tangga sena sumber 
daya manuSUl kesehatan; 

j. menjamin keteraedia.an, kcterjangkauan, pemenlllaan 
obe.t gene.rik dan obat eaaen11ial yang bermutu bagi 
masyarakat; 

k. melakukan pengadaan, penyimpanan, 
pendiatribuaian. pencatatan dan pelaporan obat dan 
pe.rbe.kalan kesehatan: 

I. melakukan pemantauan, monitoring dan cvaluasi 
keteniediaan obat, perbekalan keaehatan, 
penggunaan uu wama, pemanis buatan dan bahan 
berbahaya lainnya; 

m. melakukan bimbingan teknis dan pengendalian 
produksi dan diatnbusi obat, obat tradisional, 
pangan dan kosmetik; 
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n. menerapkan pclayanan kefannasian yang ba.ik; 
o. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluaai 

pcnggunaan oba.t rasional/oba.t generik berk>go di 
sarana pclayanan kefarmasian dan sarana 
pclayanan kesehatan; 

p. melakukan aoaialisasi penggunaan obat rasional 
pada tenaga keeehatan dan ma.ayaraks.1; 

q. meh1.kukan pemantauan, monitoring dan evaluasi 
pcttda.ran dan penggunaan narkotik, peikotropik 
dan b&han berb&haya di perusahaan besar farmaai, 

apotek dan rumah sakit dan masyarakat; 
r. melakukan pcmberian izin sarana pe\ayanan 

kefarmasian: 
a. melakukan pembmaan teknia dan pengendal1an 

distribuai obat dan obat trediaional pada pedagang 
farmaai dan industri oba.t tradiaional dan usaha kecil 
oba.t tradiaional; 

1. meyiapkan pelaksanaan pembelajaran organisaai 
baik dalam bentuk rapat bulanan maupun yang 
beraifat pendidikan dalamjabatan; 

u. melakukan evaluasi kegiatan upaya pelayanan 
farmasian; 

v. melakukan 
pendiatribuaian, 
kesehatan dan 
Tangga; 

w. melakukan pemantauan, monitoring dan evaJuaai 
alat keaehatan dan Perbekalan Keeehatan Rumah 
Tangga: 

x.. mclakukan bimbingan tekme, pengendaJian dan 
supervisi alat keaehatan dan perbekalan rumah 
tangga pada masyarakat; 

y melakukan bimbinp.n tek.nia dan pengendahan eerta 
auperviai alat keaehatan dan perbekalan rumah 
tangga (pembakuan acrtifikasi produksi dan 
distribuai alat kesehatan dan pengawasan sara.na 
produksi, sarana diatribuai); 

z. melakukan pemantauan. monitonng dan evaluasi di 
bidang pembakuan dan eertifikasi produkai dan 
distribuai alat keaehatan dan Perbekalan Keaehatan 
Rumah Tangga dan pengawasan aarana produkai, 
aarana distribuai dan produk alat keeehatan dan 
perbekalan keeehatan rumah tangga, 

aa.melakukan pemberian b:in aarana pelayanan dan 
aertifikasi alat keaehatan dan Perbekalan Keaehatan 
Rumah Tangga; 

bb.melakukan pembinaan teknis dan pcngendalian 
diatribusi atat keaehatan (pcnyalur dan cabang 
penyalur a.lat keachatanJ; 

cc. mclakukan evaJuaai kcgiatan &ekai alat kcaehatan 
dan Perbekalan Kcachatan Rumah Tangga, 

dd.mcnyusun kebutuhan tenaga kesehatan 
berdasarkan anaJiaia beban kcr,a dan stander 
ketcnagaan; 

penp.daa.n, penyimpanan, 
pencatatan dan pelaporan a\at 
Perbekalan Keaehatan Rumah 
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ee. menyusun data Sumber Daya Manusia Kesehatan 
dan profil tenaga kesehatan; 

IT. melakukan bimbingan teknis operasional 
pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan; 

gg. melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasa.n 
1enaga kesehatan sen.a penilaian tenaga keaeha1an 
teladan /berprestasi; 

hh. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

ii. melakukan koordinasi dengan seko\ah tenaga 
kesehatan. Ba1ai Besa.r Pelatihan Kesehatan dan 
organisasi profesi kesehatan; 

ij. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber 
Daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas; 

kk. melakukan analisis kompetensi dan kualifikasi 
ketenagaan; 

II. melakukan registrasi bagi tenaga teknis kefa.rmaaian 
dan menerbitkan rckomendaai izin praktek tenaga 
kesehatan; 

mm.mela.kukan evaluasi kegiatan Seksi Sumber Daya 
Manusia Kesehatan; dan 

nn. melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh atasan 
berkaitan dengan tugaa pokok organi11Sai gun" 
mendukung kinerja organisasi. 

BAB V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PEI..AKSANA 

Pa,aJ 13 

(1) Oinas dapa.t dsbenruk sejumtah kelompok jabatan 
fungaional dan pelaksana seauai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) me\aksanakan 
tugas sesuai dengan bidang Jabatan f'ungsional dan 
Pelaksana maaing-masing berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman 
pada pengaturan sistem kerja. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Bagian Kesam 
Pelaksanaan Togas dan Fungat 

Pas.al 14 

(I) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh 
Bupati seauai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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(2) Kepa\a Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, Pcjabat Fungaional dan Pelakssna dalam 
llngkungan Dinas mela.ksanakasi tug.as dan fungsi acauai 
dengan ketentuan perundang-undangan, acrta 
menerapkasi prinaip hierarki, koordinasi, kerjasama, 
int.egrasi, sinkronisasi, aimpliflkasi, akuntabilitas, 
tranaparansi serta efektifitaa dan efesiensi. 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian dan Pejabat Fungsional mengembangkan 
koordinasi dan kerjassma dengan instansi 
pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugaa dan rungs.i 
Dinas. 

Bagian Kedua 
Pemantauan, Pcngendalian, Evaluas.i. Pelaporan dan 

Pengawasan 

Pasa.l 15 

(I) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, Ptjabat Fungsional dan Pelaksana dalam 
lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan 
pimpinan. serta menyampaikan laporan secara berkala 
dan/atau sesuai kebutuhan secam tepat waktu kepada 
atasan masing·masing. 

12) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud 
pads ayat (IJ, diolah dan digunakan oleh pimpinan 
eebegai bahan perumusan dan pela.ksanaan kebijakan 
teknis. 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepa\a Bidang, Kepala 
Subbagian dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan 
tuga.snya, melakukan pengawasan, pemantauan, 
pengendalian, dan evaluasi serta melaksanakan rapat 
koorchnasi aecara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. 

(4) Pengawasan 
dilakukan 
undangan. 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sesuai dengan ketentuan perundang· 

BAB Vil 

KETENTUAN PERAUHAN 

Pasa.l 16 

Ketentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan 
Bupati Nomor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan 
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 
2021 Nomor 51). tetap berlaku sampai berlakunya 
pengaturan sistem kerja baru pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sinjai. 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, 
Kedudukan, Tugas dan F'ungsi Sena Tata Kerja Dinas 
Keaehatan (Serita Oaerah Kabupaten Sinja.i Tahun 2021 
Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar actiap orang mengcta.huinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Sinjai. 

memerin1ahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Sinjai 
pada tan .1Q �'d"l,,,or", Z.D'l.-3 
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